
 

 

 

ABSTRAK 
 

Nama  : Bayu Setia Permana, S.H. 

Minat Studi : Peradilan  

Judul Tesis  : Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung 

 

Posisi saksi mahkota menyebabkan berbagai pendapat, baik dari praktisi dan 

akademisi, mengenai pengajuan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana. 

Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan karena 

bertujuan untuk mencapai rasa keadilan publik. Tetapi beberapa berpendapat, 

bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diizinkan karena bertentangan dengan hak 

asasi manusia. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota 

juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan melakukan studi pada teori pengaturan saksi 

mahkota berdasarkan KUHAP dan UU Korupsi dan rasio decidendi putusan 

Mahkamah Agung yang tidak memungkinkan dan yang memungkinkan 

penggunaan saksi mahkota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum. Dari hasil penelitian ini akan diketahui konsep kasus yang 

berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan 

dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis dasar ratio 

decidendiputusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh teori-teori dalam pendapat 

atau pertimbangan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung, yang 

dalam penelitian ini dikemukakan teori penemuan hukum (rechtvinding), dan 

mengetahui pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP dan UU Korupsi yang 

sering digunakandalam praktek serta menentukan hak dan kewajiban sebagai 

terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi mahkota dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Kata Kunci : Putusan, Mahkamah Agung, Saksi Mahkota, Pendapat. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Bayu Setia Permana, S.H 

Study Program: Judicial Science 

Title  : The Position of Crown Witness In The Supreme Court Decision 

 

Position crown witness led to a variety of opinions, both from practitioners and 

academics, regarding the submission of the crown witnesses as evidence in 

criminal proceedings. Some argue that the use of crown witness be allowed as it 

aims to achieve a sense of public justice. But some argue that the use of crown 

witness was not allowed because it is contrary to human rights. Even differences 

in perceptions about the use of crown witness also appeared in numerous Supreme 

Court ruling. The aim of this study was to determine and conduct studies on the 

theory of the crown witness arrangements based on the Criminal Procedure Code 

and the Law on Corruption and the ratio decidendi Supreme Court ruling that does 

not allow and which enables the use of crown witnesses. The method used in this 

research is the study of law. From the results of this study will be known concept 

of cases relating to the issues facing that has been a court decision and who 

already have permanent legal force by analyzing the basic ratio decidendiputusan 

Supreme Court studied by theories in opinions or considerations contained in the 

Decision of the Court Agung, which in this study put forward the theory of legal 

discovery (rechtvinding), and knowing the setting crown witness in the Criminal 

Code and the Law on Corruption often digunakandalam practices and determine 

the rights and obligations as a defendant to be examined as a witness crown with 

the statutory provisions. 
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